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IJARAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

A. Pengertian dan Dasar Hukum ljarah
1. Pengertian ljarah

ljarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenubhi
kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa
kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Menurut

Sayyid Sabiq ijarah adalah:
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Artinya:
“Jjarah di ambil dari kata “Ajrun” yaitu pergantian maka dari itu pahala
juga dinamakan upah”.?

Abdurrahman al — Jaziri mengemukakan :
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Artinya :
“Ijarah menurut bahasa merupakan mashdar sima’i bagi fi’il “ajara”
setimbang dengan kata “dharaba” dan “qatala”, maka mudhari’nya ya’jiru
dan ajir(dengan kasrah jim dan dhammahnya) dan maknanya adalah
imbalan atas suatu pekerjaan”.

Kemudian Abi Yahya Zakaria juga mengemukakan :

! Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Jilid 111, (Beirut: Da>r al-Kitab al-<Arabiy, 1971), 177
2 Wahbah al-Zuhailiy, al-Figih al-Islami wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirut: Da>r al Fikr, 1989), 528
3 Abdurrahman al- Jaziri, Kitabul Figh ‘Ala Mazhabil al- Arba’ah, Juz |11, (Beirut: Da>r al-Fikr {tt}),

94
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Artinya :
“ljarah secara bahasa disebut upah ”

Berdasarkan defenisi di atas maka secara etimologi ijarah adalah imbalan
atas pekerjaan atau manfaat sesuatu. Sedangkan secara terminologi pengertian
ijarah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:

a. Menurut Ulama Syafiiyah
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Artinya:
“Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan serah
terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya”.

b. Menurut Ulama Hanafiyah

Artinya:
”Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”.

c. Menurut Ulama Malikiyyah

Artinya:

* Abi Yahya Zakkaria al-Anshari, Fath al-Waha>b, Juz I, ( Beirut: Da>r al-Fikr, {tt} ), 246

® Muhammad al-Khathib al-Sharbayniy, Mughniy al-Muhta>j, Juz II, (Beirut: Da>r al-Fikr, {tt}.), 332
® Muhammad Amin Shairb Ibnu *Abidin, Radd al-Muhtar ‘Ala> ar-Durr al-Muhkta>r Sharh{ Tanwil
Abs}a>r, Juz IX, (Beirut: Da>r al-Kutub al-1Imiyyah, 2003), 3-4

” Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, al-Sharh} al-Kabi>r, Juz 4, (Beirut: Da>r al-Fikr, {t.t}), 2
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”ljarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah
dalam waktu tertentu”.

d. Menurut Sayyid Sabiq
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Artinya:
Jjarah secara Syara’ ialah akad terhadap suatu manfaat dengan
adanya ganti”.

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab di atas tidak ditemukan perbedaan
yang mendasar tentang defenisi ijarah, tetapi dapat dipahami ada yang
mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau
jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah

serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Kalau diperhatikan secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para
ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat

dalam ijarah antara lain:

a. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua bela pihak yang ditandai dengan
adanya ijab dan kabul
b. Adanya imbalan tertentu

c. Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

2. Dasar Hukum ljarah

Para ulama figih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan akad ijarah
adalah Al-Quran, Sunnah, dan [jma’

¥ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid 111 (Beirut: Da>r al-Kitab al-Arabiy, 1971), 233.
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a. Landasan Al-Quran
1) Surat al-Maidah ayat 1:
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Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu”

Yaitu janji-janji tersebutmenyangkut hal-hal yang dihalalkan oleh Allah
dan hal-hal yang diharamkan-Nya serta hal-hal yang diwajibkan olehnya dan
batasan-batasan (hokum-hukum) yang terkandung di dalam Al-Qur’an

seluruhnya.dengan kata lain, janganlah kalian berkhianat dan janganlah kalian
langgar hal tersebut.™®

2) Surat al-Bagarah ayat 233:
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Artinya:
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 209

10 http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-2.html, di akses pada, 9
November 2017

" 1bid., 29
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Ini adalah bimbingan bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-
anaknya dengan sempuma, yaitu dua tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada
lagi penyusuan. Kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan
penyusuan yang kurang dari dua tahun. Apabila seorang bayi telah sempurna
dua tahun menyusu, maka telah selesailah masa menyusunya dan air susu
yang ada setelah itu berfungsi sama dengan segala macam makanan. Jadi,
apabila ada bayi yang berusia lebih dari dua tahun masih menyusui, maka

yang demikian itu tidak diharamkan.*

3) Surat az-Zukhruf ayat 32:
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Artinya:
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik
dari apa yang mereka kumpulkan.”

Maksud dari ayat tersebut ialah Orang-orang musyrik itu tidak memiliki

kunci risalah sehingga dengan seenaknya memberikan risalah kepada tokoh

12 https://ilmuislam2011.wordpress.com/2012/02/11/tafsir-surat-al-bagarah-ayat-233-hak-menyusu-
bagi-seorang-anak/, di akses pada 9 November 2017
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mereka. Bahkan Kamilah yang menanggung penghidupan mereka karena
mereka tidak mampu melakukan sendiri hal itu. Sebagian mereka Kami
berikan rezeki dan kedudukan lebih banyak dan lebih baik dari yang lain, agar
mereka dapat saling menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Masing-masing menopang yang lain dalam mencari penghidupan dan
mengatur kehidupan. Dan karunia dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat
sebagai konsekuensinya, jauh lebih baik dari kedudukan yang paling tinggi di

dunia sekalipun.™

4) Surat al-Qashas ayat 26-27:
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Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang Kuat lagi dapat dipercaya”.Berkatalah dia (Syu’aib):
“Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun
Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak
memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk
orang- orang yang baik”.

3 http://id.noblequran.org/quran/surah-az-zukhruf/ayat-32/, di akses pada, 9 November 2017
% Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Dipenogoro, 2000), 341
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Ayat ini menjelaskan mengenai permintaan seoarang gadis terhadap
bapaknya agar Musa diangkat sebagai pekerja mereka, permintaan ini
berkenaan dengan hati orang tuanya bahkan ia menawarkan pada Musa untuk
mengawini seorang putrinya, dengan ketentuan ia harus bekerja selama sekian
tahun, yakni mengembala kambing. Dan tidak wajib di lakukan. Yakni,

hanyalah membebaninya dengan pekerjaan yang ringan dan tidak berat. *°

b. Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan ijarah berdasarkan hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a ia berkata:

]
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Artinya:
”Hadist dari Ibnu Thawus dari ayanya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata
bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian
membayar upahnya”. (H.R.Bukhari)”

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar
upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami

bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

15 https://tafsirg.com/28-al-qasas/ayat-26-27#tafsir-quraish-shihab, di akses pada, 9 November 2017
16 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, S}ahih al-Bukha>ri, (Beirut: Da>r al-Kutub al-limiyah, 2007),
403
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Artinya :
”Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW :
Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” ( H.R

Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap
orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran

upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai

dilakukan.
c. Ijma’

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun
yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada diantara mereka yang
berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.'® Jelaslah bahwa Allah
SWT telah mensyari’atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat,

dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.

B. Rukun dan Syarat ljarah

1. Rukun ljarah

7 Al-Hafizh lbnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Ba>ri Penjelasan Kitab S}yahih al-Bukha>ri, terj.
Amiruddin, Jilid 13 Cet. 2 ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 48-49
18 i

Ibid.
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Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi.
Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh
Abdul Karim Zaidan dalam bukunya “al-Wajizu fi Ushul Figh” sebagi berikut:

" aalag s 2 R 2e 3 1S
Artinya:
”Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu dan zatnya”.

Dari defenisi yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

rukun mutlak adanya dalam sebuah akad ijarah.

Layaknya sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenubhi
rukun dan syarat. Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari ijarah itu hanya satu
yakni ijab dan kabul dengan menggunakan lafal upah atau sewa (al-ijarah, al-
isti’jar, al-iktira’ dan al-ikra’).?’ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang
yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat ijarah,
bukan rukunnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat
yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan adanya sighat (ijab dan

kabul).?*
Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

19 sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid 111, 180

20 Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah, Jilid 1l (Beirut: Da>r al-
Fikr, 2004), 20

2! sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid 111, 90
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Mu ’jir dan Musta ’jir. Mu jir adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga
orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Musta jir adalah orang
yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam

suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

b. Objek transaksi (manfaat)
Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki
manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan

sebagainya.

Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang akan
menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan
dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan

yang akan dilakukan.??

c. Imbalan atau upah

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah
uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai
pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi upah
merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah

ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda.

22 Abdul Karim Zaidan, al-Waji>z fi Usju>I| Figh, Cet. 7, (Beirut: ar-Risalah,1998), 59
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Dapat kita ketahui bersama bahwa ijarah adalah sebuah akad yang mengambil
manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara’ yang
berlaku. Oleh sebab itu, sewa atau imbalan mesti jelas dengan ketentuan awal

yang telah disepakati.

d. Sighat yaitu ijab dan kabul

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari
sighatlah terjadinya ijarah. Karena sighat merupakan suatu bentuk persetujuan
dari kedua belah pihak untuk melakukan ijarah. Dalam sighat ada ijab dan kabul.
ljab merupakan pernyataan dari pihak pertama (mu jir) untuk menyewakan
barang atau jasa sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak
kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu Jir.
Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan
upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan?
kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.
2. Syarat ljarah

Syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, tetapi sahnya sesuatu
tergantung kepadanya. Adapun syarat-syarat transaksi ijarah yaitu:
a. Dua orang yang berakad disyaratkan:
1) Berakal dan mummayiz, namun tidak disyaratkan baligh. Maka tidak

dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum mumayiz dan

tidak berakal. Amir Syarifuddin menambahkan pelaku transaksi ijarah harus
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telah dewasa, berakal sehat dan bebas dalam bertindak dalam artian tidak
dalam paksaan. Jadi transaksi ijarah yang dilakukan oleh anak-anak atau
orang gila atau orang yang terpaksa tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah
pelakunya tidak dipersyaratkan telah baligh. Oleh karena itu, akad ijarah yang
dilakukan kanak-kanak yang telah mumayyiz dan diizinkan walinya berlaku

mengikat dan berdampak hukum. Tapi kalau pelakunya berada di bawah

pengampuan (,s>==1), maka keabsahan akadnya itu tergantung izin dari wali

pengampunya. Namun demikian ulama Malikiyah menegaskan bahwa
mummayiz menjadi syarat dalam akad ijarah. Sedang baligh manjadi syarat
yang menentukan berlaku mengikat atau tidaknya akad tersebut. Oleh karena
itu, menurut mereka, sah akad ijarah yang dilakukan seorang kanak-kanak,
akan tetapi akad itu baru bisa dieksekusi setelah mendapat izin dari walinya.
Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah untuk sahnya ijarah
hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum
(baligh dan berakal). Alasan mereka karena akad ijarah itu sama dengan akad
jual beli, yaitu akad kepemilikan semasa hidup.?
2) Kerelaan (an-Tara>dhin)

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan
akad ijarah, dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri. Apabila salah

seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

2 Wahbah al-Zuhailiy, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirut: Da>r al Fikr, 1989), 211
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Karena Allah melarang penindasan atau intimidasi sesama manusia tapi
dianjurkan saling meridhoi sesamanya. Sebagaimana firman allah dalam surat
an-Nisaa’ ayat 29:
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Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu”.
Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan) disyaratkan:
Objek yang diijarahkan dapat di serah-terimakan dengan baik manfaat
maupun bendanya.
Manfaat dari objek yang diijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka
tidak boleh ijarah terhadap maksiat seperti mempekerjakan sesorang untuk
mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
Manfaat dari pekerjaan harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tdak
muncul pertikaian dan perselisihan dikemudian hari.

Manfaat dari objek yang akan diijarahkan sesuatu yang dapat dipenuhi secara

hakiki.

 1bid
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5) Jelas ukuran dan batas waktu ijarah agar terhindar dari persengketaan atau
perbantahan.

6) Perbuatan yang diijarahkan bukan perbuatan yang diwajibkan oleh mu ajir
seperi sholat, puasa dan lain-lain.

7) Pekerjaan yang diijarahkan menurut kebiasaan dapat diijarahkan seperti
menyewakan toko, komputer, maka tidak boleh menyewakan pohon untuk
menjemur pakaian, karena hal itu diluar kebiasaan.

Selain tujuh syarat diatas, Rachmat Syafei menambahkan bahwa Pekerjaan
yang diijarahkan bukan sesuatu yang bermanfaat bagi si pekerja dan juga tidak
mengambil manfaat dari hasi kerjanya, seperti mengambil gandum serta
mengambil bubuknya.”®
c. Upah atau imbalan

Untuk sahnya ijarah, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus
memenuhi syarat berikut:

1) Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya.

2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat
kebiasaan setempat.

3) Upah /imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan misalnya sewa

rumah dengan sebuah rumah.

> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 218-219
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Terhadap imbalan ada beberapa ketentuan dalam hal menerima atau

memberikan:*®

a) Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan pembayarannya.

b) Mesti ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah
pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

c) Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah
dibuat bersama. Apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Ini
semua tergantung kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak
ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.

d) Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang
atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua
belah pihak saling merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu
sama lainnya. Maksudnya, terhadap semua kesepakatan yang telah dibuat
oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.

e) Upah atau imbalan mesti berupa benda yang diketahui yang diperbolehkan

memanfaatkanya.

d. Sighat (ijab dan kabul) disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis

akad seperti yang disyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad ijarah tidak sah

% 1bid.
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jika antara ijab dan kabul tidak bersesuaian, seperti antara objek akad dan

batas waktu.?’

C. Macam — macam ljarah

Dari segi objeknya, akad ijarah dibagi para ulama figih kepada dua macam:

1. ljarah yang bersifat manfaat (sewa). ljarah yang bersifat manfaat umpamanya
adalah sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Apabila manfaat itu
merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk digunakan, maka para
ulama figih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

2. ljarah yang bersifat pekerjaan (jasa). ljarah yang bersifat pekerjaan ialah
memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. ljarah seperti
ini menurut para ulama figh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas

dan sesuai syari’at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani. 2

D. Berakhirnya Akad ljarah
Para ulama figih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakkhir apabila:
1. ljarah berakhir apabila dibatalkan. Sebab sewa adalah suatu tukaran harta

dengan harta. Oleh sebab itu, boleh dibatalkan sama seperti jual beli.

27 Abdul Karim Zaidan, al-Wajizu fi Ushul Figh, Cet. 7, (Beirut: ar-Risalah,1998), 128
% Ibid
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2. Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali
ada uzur atau halangan. Apabila ijarah telah berakhir waktunya, maka
penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila
barang sewaan sebidang tanah pertanian yang di tanami dengan tanaman,
maka boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran
yang sebanding dengan tenggang waktu yang di berikan.

3. Menurut Ulama Hanafiyah, akad sewa dapat batal, karena munculnya
halangan mendadak terhadap si penyewa. Misalnya, jika seseorang menyewa
tokoh untuk berdagang kemudian dagangannya terbakar atau dicuri orang.
Alasannya adalah bahwa hilangnya sesuatu yang digunakan untuk
memperoleh manfaat itu sama dengan hilangnya barang yang memilki
manfaat itu. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, sewa menyewa tidak dapat
batal kecuali ada hal-hal yang membatalkan akad (uzur) seperti cacat atau
tempat pemenuhan manfaatnya hilang.

Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad dalam akad
ijarah, maka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad
ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat,
menurut mereka boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli yaitu mengikat
kedua belah pihak yang berakad.

Sifat ijarah adalah mengikat para pihak yang berakad. Mengikat yang
dimaksud disini adalah apakah akad ijarah bisa di batalkan secara sepihak atau

tidak. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad yang lazim (mengikat) yang
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boleh dibatalkan. Menurut mereka ijarah batal dengan meninggalnya salah seorang
yang berakad dan tidak dapat dialihkan kepada ahi waris. Alasanya adalah bahwa
kematian itu merupakan perpindahan barang yang disewakan dari satu pemilikan
kepada pemilikan yang yang lain. Karena itu, akad tersebut harus batal. Sedangkan
jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat
dibatalkan dan dapat diwariskan. Adapun alasannya adalah bahwa akad ijarah itu
merupakan akad imbalan. Karena itu, tidak menjadi batal karena meninggalnya

salah satu pihak seperti dalam jual beli.®

E. Penentuan Upah dan Pembayarannya
Masalah yang paling penting dalam ijarah adalah menyangkut pemenuhan
hak-hak musta jir, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam
lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan social, dan hak atas upah yang layak.
Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak musta jir terutama tentang upah.
Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang
yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak
yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai
dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau
mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah
pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran

upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan

2 bid.
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dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu dalam
perjanjian ijarah, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan
dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan
dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di sewa maupun orang
yang menyewa, sehinga pekerjaan akan dilakukan dengan ihklas dan senang
hati serta dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Pembayaran ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan. Menurut
Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkan upah boleh
dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan
menangguhkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan
waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya
seseorang memyewa sebuah toko untuk selama satu bulan, apabila masa satu bulan
telah berakhir maka ia wajib membayar sewaan tersebut. Jika akad ijarah untuk
pekerjaan, maka kewajiban untuk pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya
pekerjaan tersebut. Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan
mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkan. Menurut
Abu Hanifah dan Malik, wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat
yang di terima.

Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya ia berhak
sesuai dengan akad itu sendiri, jika orang yang meyewakan menyerakan ‘ain

kepada orang yang menyewa, ia berhak menerima seluruh bayaran karena si
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penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem ijarah dan ia wajib
menyerahkan bayaran agar dapat menerima ‘ain (agar ‘ain dapat diserahkan
kepadanya). *°

Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya
dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Salah satu norma
ditentukan islam adalah memenuhi hak-hak musta jir. Islam tidak membenarkan
jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah
tidak di dapatkan, dikurangi dan ditunda-tunda. Selanjutnya, perlu diketahui juga
kapan upah harus dibayarkan oleh para mu jir. Untuk menjawab itu Nabi saw
mengatakan dalam haditsnya sebagai berikut:

O 48 530 e kst oy e d o D 0y 08 J6 22 e e
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Artinya :

”Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan
upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” ( H.R Ibnu Majah )

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan,
bayarkanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya, artinya upah musta jir
dibayarkan secepatnya atau dengan kata lain selesai bekerja langsung menerima
upahnya. Jika menyewa barang, maka barang sewaan di bayar ketika akad sewa,

kecuali jika di dalam akad ditentukan lain manfaat barang yang diijarahkan

mengalir selama penyewaan berlangsung.

%0 Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, al-Sharh} al-Kabi>r, Juz 4, (Beirut: Da>r al-Fikr, {t.t}),
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Jadi Allah melarang penindasan dengan mempekerjakannya tetapi tidak
membayar upahnya. Selain itu Rasulullah sendiri pernah melakukan pengupahan
terhadap seorang bekam, namun Nabi karena telah menggunakan jasanya tetap

menunaikan upahnya, sebagaimana yang terdapat dalam hadist sebagai berikut:

T ]

5 le & o 1 R 1B LG B o s 1 el il T S

32 807 (. # (e o 1.
(Sl olgyy sl skl Lelg (L
Artinya:
“Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a
keduanya berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang
bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R.Bukhari)

F. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lebih lanjut, di
ilmu ekonomi ada dua jenis konsumen, yakni konsumen antara dan konsumen
akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli

barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan Sedangkan

pengguna barang adalah konsumen akhir.

%2 1bid.
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Pengertian Konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya
Prinsiples Of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli
atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.

Pengertian Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen sesungguhnya
dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas:

a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat
barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang
dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang /jasa lain atau
untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial.
Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan

c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang
dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau
rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Sedangkan pengertian Konsumen Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU
PK, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Jadi, Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk
memenuhi  keperluan dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat
dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga yaitu golongan Rumah

Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP).
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Menurut Undang- undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pasal 1 butir 1,2 dan 3:

a. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan taua badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun buka badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian

menyelenggaraka kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas

perlindungan konsumen.

a. Asas manfaat
Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat



38

sebesar- besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara

keseluruhan.

b. Asas keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara
adil.
c. Asas keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk  memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material
maupun spiritual.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
e. Asas kepastian hukum
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.
UU Perlindungan Konsumen Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan

perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:
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a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,

dan keselamatan konsumen.

3. Prinsip Tanggung Jawab
a. Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Unsur Kesalahan (Liability based on
fault)
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability
based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum

pidana dan perdata. Dalam KUHPdt, pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini
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dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat
dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan
yang dilakukannya.

Pasal 1365 KUHPdt yang dikenal sebagai pasal tentang PMH
mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu a) adanya
perbuatan; b) adanya unsur kesalahan; ¢) adanya kerugian yang diderita;
d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian
. Praduga Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of liability)

Adalah Prinsip praduga selalu bertanggung jawab sampai ia dapat
membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si
tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslas)
diterima dalam prinsip tersebut. UU Perlindungan Konsumen
mengadopsi pembuktian terbalik ini ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan
23 UUPK.

Dasar pemikiran dari teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah
seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat
membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum
praduga tak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum pidana. Namun
jika diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen akan tampak, asas
demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini maka Yyang
berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku

usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti
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dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berartidapat
sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai
penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia
gagal menunjukkan kesalahan tergugat. Prinsip tersebut seiring dengan
perkembangan caveat emptor ke caveat venditor, dimana ingin
meletakkan aspek keadilan dalam perlindungan konsumen. Prinsip ini
pernah  diterapkan dalam hukum  Pengangkutan, khususnya
pengangkutan udara, yang dapat dilihat dalam PAsal 17, 18 ayat (1), 19
jo 20 konvensi Warsawa 1929 atau PAsal 24, 25, 28, jo 29 Ordonansi
Pengangkutan Udara No.100 Tahun 1939 kemudian dalam
perkembangannya dihapuskan dengan Protokol Guatemala
c. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (Presumption of non-liability)
Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab hanya
dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan
pembatasan demikian biasanya common sense dapat dibenarkan. Contoh
dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan.
Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang
biasanya dibawa dan diawasi si penumpang (konsumen) adalah
tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku

usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

d. Tanggung Jawab Mutlak (strict liability)
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Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip
tanggung jawab absolut (absolute liability) kendati demikian ada pula
para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat
yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun
ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan
dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya
absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan
tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip,
yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya
hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan
kesalahannya. Pada strict liability hubungan itu harus ada, sementara
pada absolute liability hubungan itu tidak selalu ada.** Maksudnya, pada
absolut  liability dapat saja si  tergugat yang dimintai
pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut
(misalnya dalam kasus bencana alam).**

Menurut RC Hoeber at al, biasanya prinsip tanggung jawab
mutlak ini diterapkan karena (1) konsumen tidak dalam posisi
menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu

proses produksi dan distribusi yang kompleks. (2) diasumsikan produsen

%3 https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/ di akses pada 16 Mei

2017 09:11

% Hamzah Ya’qup, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Cet. 2, (Bandung: Diponegoro,1992), 319
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lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas
kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen
biaya tertentu pada harga produknya. (3) asas ini dapat memaksa
produsen lebih hati-hati.*

Pembatasan Tanggung Jawab (limitation of liability)

Adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ia sangat
disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula
eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian
cuci cetak film misalnya, ditentukan, bila film yang ingin dicuci/dicetak
itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas) maka si
konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu
roll film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen
bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam ketentuan pasal
19 ayat 1 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen ditentukan bahwa pelakuusaha bertanggung jawab
memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau
kerugian konsumen dalam menkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan. Dalam UUPK yang baru seharusnya pelaku usaha tidak
boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen,

termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada

% bid.
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pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



